KEPALA DESA LUNTO TIMUR
KOTA SAWAHLUNTO

PERATURAN DESA LUNTO TIMUR

NOMOR  TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2015-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LUNTO TIMUR,

Menimbang :a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah

Mengingat

1.

Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, maka perlu melakukan perubahan atas Lampiran
Peraturan Desa Lunto Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan
Atas Lampiran Peraturan Desa Lunto Timur Nomor 2 Tahun
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2015.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 19 ) jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun
1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II
Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Solok ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3423 );



. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286 );

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355 );

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5539);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Peraturan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5694);

11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ( Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

16.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas



Pembangunan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);

17.Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);

18.Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto ( Lembaran Daerah

Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5 );

19.Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun
2014 Nomor 16);

20.Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015 ( Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014
Nomor 36);

21.Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap
Desa di Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LUNTO TIMUR

Dan
KEPALA DESA LUNTO TIMUR

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA LUNTO TIMUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH DESA TAHUN 2015-2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat



Daerah adalah Kota Sawahlunto

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sawahlunto

Walikota adalah Walikota Sawahlunto

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah

Desa adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adapt istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi

Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah

10.

11.

12.

13.
14.

15.

Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintah desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa.
Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh

Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang

ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka
melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang
lebih tinggi.

Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala
Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan
Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya di singkat
RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun
yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan
desa, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai rencana
kerja.

Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa
adalah dokumen perencanaan untuk periode 1(satu) tahun merupakan
penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi
desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan serta prakiraan

maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun



yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu
kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Desa

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahs dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang
dialokasikan oleh Pemerintah Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian
dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh
Kabupaten/Kota

18. Visi adalah gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.

19. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga

Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien

BAB 11
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Desa
Pasal 2
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lunto Timur Tahun 2015-

2020 disusun dengan sistetimatika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PROFIL DESA

BAB III : POTENSI DAN MASALAH

BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

2. Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan
pedoman bagi pemerintah desa untuk penyusunan RPJM Desa dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM Desa) Tahun 2015-2020
merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun.

Pasal 4



Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pembangunan Desa
( RKP Desa) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dan merupakan

penjabaran kegiatan dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1(satu) tahun.

Pasal 5
RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 merupakan landasan dan
pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa ( APB Desa ) serta dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 6
Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila terjadi
bencana alam dan/atau keadaan darurat lainnya,dengan menyusun perubahan

RPJM desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 7
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai tehnis

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lunto Timur.

Ditetapkan di Lunto Timur
Pada tanggal Februari 2015
KEPALA DESA LUNTO TIMUR

ADEPRON

Diundangkan di Lunto Timur
Pada tanggal Februari 2015
SEKRETARIS DESA LUNTO TIMUR

ABDUL HADI



LEMBARAN DESA LUNTO TIMUR KECAMATAN LEMBAH SEGAR
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015 NOMOR
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